
Menimbang

Mengingat

BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI STILAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 reHUru ZOt6

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

dan ayat (41 Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang
Disalahgunakan Dalam Pangan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan
Dalam Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382 1);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangal Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentrtkan Peratr.rra.n Perr rndang=u ndangen
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2011
Nomor 82, Tamhahan l.smhara.n Negera Repttblik
Indonesia Nomor 5234);

5, I Inrlang=I Intlang Nomor 18 Tahrrn 20 12 tentang
Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Ta-hr:n 2Ol2 Nornor 227, Tambahan Lembara:r
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. I Inclang=I Inalang Nomor 23 Tahrrn 20 1 4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lrcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
settagaimana telah rlittbah beherapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penrbahan Kedrra, AtaS I Inalang-I Inatsng
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernharan Negara Reprrhlik Indonesia Tahun 2OI5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679!;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol5 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tamhahan Ir.mharan Negara Renrrhlik Indonesia
Nomor 568O);

8. Peratrrran Menteri Keseha,ta,n Nomor 239,/Menkes,/
Per/9/1985 tentang Z-at Warna Tertentu yang
clinvatakan sebagai Ra-han Rerba ha-va ;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44|M-DAG/
PER/q/2OOq tentang Pengaclaan, Distrihrrsi dan
Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah
clirrbah densan Peratrlran Menteri Perrla-qang-an

Nomor 23 M-DAG/ PER/ 9/ 2011;

I O. Peratrtran Menteri Kesehatan Repttblik Inrlonesia
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan
Pangan;

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia clan Kepala Redan Pengawa-s Otlat dan
Makanan Repu blik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013
clan Nomor 2 Tahrrn 20 I .3 tentang Pengawasan

Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam
Pangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahrrn 2O I O tentang I Inrsan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Torda lltara (lEmharan Daerah Kahrlpaten Toraja



6. Pelaku u saha adalah setiap orang perseorangan

ata.lr barlan rrsa-ha-, ba.i k ,vaflg berhentrrk

badan hukum maupun bukan badan hukum

yang diclirikan <lan berkerhtrlttkan atatl

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Repr.rblik Inrlonesia, ha.ik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian

menvelengsarqkan kegiaten rrsaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

7. Penga.daen artalah proses kegiatan rrenveqliaan.

8. Peredaran adalah pemberian, penyerahan,

nensangkrttan, penjrtalan clan lrnyimna-na-n llntu-k

berjualan.

Q. Pen3ralahg.rnaa-n acla.lah penggl.rnaa-n ha-han

berbahaya dalam pangan pada proses produksi

pangan dan,/ atar-r nroclrr k pangan-

10. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya

clisingkat dengan SKPD adalah psrangk2!

daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Torqla

ll.Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan

adalah I lnit Pelaksens Teknis rli lingkrlngsn R6-dan

Pengawas Obat dan Makanan.

12 Sarana nrorlrrksi ba_ha.n berhaha_va acla-lah tempat

membuat, mengolah, mengu.bah bentuk, mengubah

warlah, mengrrbah kemasan atarr frnanclaan hahan

berbahaya untuk diedarkan.

13 Sarana importa.si hahan herha.ha-va- a-da.lah te.mpa.t

melakukan kegiatan memasukkan bahan berbahaya

ke da-la.m wila_va h In<lonesia

14. Sarana Distribusi bahan berbahaya adalah tempat

melakrrkan kegiatsn peredaran bahan berhaha5ra

kepada pengecer dan pengguna akhir.

15. Serana nensecer hahan herhaha-va aelalah tempat

melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya

keparla penggt tna akhir



16. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan
inrlttstri yang menggrrnaka-n bahan berbaha_va
sebagai bahan baku / penolong yang diproses secara
kimia fisika, sehingga ter.'radi penrhahan sifat fisika
dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan
Oreng etalr barlan rtsaha, a.tatl lemtrega ,vang
menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan
penolong g4gr14i pgrrr nfrr kkannva

BAB II
DI'DE'I\IA A \I A A I\I DF\IN A IIIA Q A I\T

Pasal 2

(l! Dalam rangka pengawasan hahan herhahaya yang
disalahgunakan dalam pangan, Bupati menyusun
rencana pengewesen behan berbaha-va yang
disalahgunakan dalam pangan.

[2! Rencana nensawasAn sehagaimana dimaksttd pada
ayat (f) dituangkan dalam Rencana Pembangunan
.langka Menengah l)aerah ( RP.lMl-)).

Pasal 3

Pemerintah Daerah waiih mendate setian nelakrr rrsaha
rransen di Daerah.

BAB III
DE'I A l.AA NA A }rI DE'N/1AIT'AEAN

Bagran Kesatu
.,Ienis Rahan FlPrhahe-ve

Pasal 4

(l! Pelaksanaan Pengawasen
disalahgunakan dalam
dimaksuC datam Pasal

Bupati.

hahan trerhahaya Yang
pangan sebagaimana
2 dllC<senal"an cleh

(2! Pengawasan Rahan Rerhahaya yang disalahortnakan

dalam pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clilakrrkan terheda,p jenis halan herha-ha-va a'ntara

lain:
a- asam borat;

b. boraks;

c. formalin (lanrtan fotmaldehiQ;



d.. parafonnnldehid (serbuk dan tablet
paraformaldeh iri !;

e. pewarna merah rhodamin b;

f. newarna merah amaranth;
g. pewarna kuning metanil lMethonil Yelloul; dan
h. ne.warna krrning atnomin.

Docol (

(1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya
setragaimana dimaksrrd dalam Pasal 4 ayat l,2l

dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan
bahan herbaha-va dalam penga-n.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
clilakrrkan sejak saat pengadaen sampai flengan
rreredaran

Bagian Kedua
Penerhitan Kartlr Identitas Raqi Pelaku llsaha

E)^ G4l A

(1) Pelalsanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
rla-lam Pasal 5 hagr nelaksana- r.rsaha panga_n

dilakukan dengan menerbitkan kartu identitas
(idenfifu enrd).

(2) Itartu identitas (idantAti ccrd/ sebagaimana dimaksud
pada e3ret fl! diterhitkan oleh Orsanisasi Peranskat
Daerah yang membidangi perindustrian dan
perd2gangan -

Bagian Ketiga
Tim Terpa-drr Pengawa_sa-n Raha_n Rerbaha_va

;rang Disa,lahgtnaka,n Da,lam Pansa.n

Pasal 7

(1! Dalam melaksanakan pensewasan snhasaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Bupati
membentlk Tim Te.rpadrr pengawasan Rahan
Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam pangan
densa,n Keprllrlg4-n Rlrpati.

(2) Tim Terpadu pengawasan sebagaimana dimaksud
?adA evat (1!terrtiri dari rrnsrrr:
a. bidang perindustrian dan perdagangan;
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b. bidang pengawasan obat dan makanan;

c. bidang kesehatan;

d. bidang pertanian, perikanan, peternakan dan
ketahanan pangan;

e. bidang perhubungan, informatika; dan
f. bidang penegakan hukum.

(3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. penanggungjawab;

b. ketua;

c. wakil ketua;

d. sekretaris; dan
e. anggota.

(4) Jabatan dalam Tim Terpadu Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat lebih
dari satu sesuai kebutuhan.

(5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim
Sekretariat.

Bagian Keempat
Tugas Tim Terpadu Pengawasan

Pasal 8

Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

a. melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan,
peredaran, dan penggunaan di sarana produksi,
importasi, distribusi, pengecer, pengguna alhir
bahan berbahaya, dar: tempat - tempat sumber
pasokan bahan berbahaya;

b. melakukan pengamanan setempat terhadap bahan
berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan
dalam pengadaan dan peredaran serta
penyalahgunaan dalam penggunaan bahan
berbahaya dalam pangan; dan

c. melaporkan hasilpengawasan berupa Berita Acara
Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) kepada
Bupati sebagai dasar dalam mengarnbil kebijakan.

Pasal 9

(1) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 meliputi :
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a. inventarisasi;

b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
dan

c. pengambilan bahan (sampel) untuk uji
laboratorium.

(2) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara Pengamanan Setempat.

BAB IV
KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha wajib :

a. tidak mengadakan, mengedarkan dan/atau
menyalahgunakan bahan berbahaya dalam
pangan;

b. membuat dan menandatangani surat
pernyataan tidak menyalahgunakan bahan
berbahaya dalam mengadakan dan/atau
mengedarkan pangan; dan

c. megenakan ID (identity card) setiap melal<ukan
aktivitas (berdagang).

(2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,
hanya diperkenankan mendaftar ulang I (satu) kali

Pasal 11

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan,
dan/ atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam
pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim
Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Yang
Disalahgunakan Dalam Pangan, untuk melakukan
pemeriksaan.

BAB V

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Bupati melakukan sosialisasi dan pembinaan
pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan
penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di
Daerah.
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e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan
ncratrlr*n rrrrrndang- rrndangan

BAB Ix
I.E"I'FN'ITI IA N DE'I\II I1'I TD

Pasal 17

Peratrrr^n Rrrnati Toraia lltara ini mrtlsi herlakrt nade
tart.gsal dirlndanskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
nen sr t ncl artgan Peratrlren ini <lensan ncnempalannJra
dalam Rerita. Daerah Kahrrnaten Toraia I Itara.

Ditetapkan di Rantepao

Pada tanggel !E APril 2116

EII IDA'FI 'I'r\ DA IA I T'T1 A DA

i IiaAI ATII/I I DA E'hirElr\tl A t\T

I
Diundangkan di Rantepao
nanla tanoslel lE Anril 2116

SE S DAERAH

RA.I ITTARA

T FIIIADA\I D A T\I'T.['I A 'EII

ETFDI'FA I\AE'DAfT I'A EII IDA'FE'\I TrtDA IA II'FADA'FALIIT\I ONT< I TTTTTTO 6



Pasal 13

Pembina-a-n sebega-imana alima-ksrtcl clala,m Pasal l2
dilakukan melalui :

a snsialisasi'
b. koordinasi;
r fasilitasi:
d. monitoring dan evaluasi
e iFnefen n rrdoman teknis: dan/ atatl
f rrelatihan dan himhingan teknis

BAB VI
DE'I A Dr\DAN

Pasal 14

Rrrnati menvamnaiken lannrsn nelaksanaan
pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan
dala-m pangan kepacla Grrbernr.r-r dengan tembrtsa,n
kepada Kepala Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan
Maka.nan sa.tr r kali Sa-trr tahrrn setiaD tanslqal I O

Janua.li.

BAB VII
DFI$I\ANA A\I

Pasal 15

Pen<lanaan ata-s Inla.ksa.naan ltengatq/a.san haha-n
berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan
hersrrmber pade- Angge-ran Penrlapata-n clan Relanja,
Daerah,dan / atau lain-lain sumber pendapatan yang
sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
Q A ITII.QI A NN/f I\IIQ'FD 6 qI

Pasal 16

(l ! Setiap nelaku rrsaha yeng melanssar ketentlran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 dan
Dooal r 1 ,{il,a6^1,6n .$6l,ai ^,+'hi^:^t-^d:

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l! henrna :

a. peringatan tertulis;
h. prenghentian sementera kegiatan;
c. rekomendasi pencabutan izin;
d pe.cahrtta-n izin r-rsaha: rlan,/ a-tarr


